
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Peranan Pegawai Negeri sebagai uns;_1r Aparatur Negara dan Abdi Negara 

adalah sangat penting dan menentukan di dalan� menyelenggarakan pemerin[ahan dan 

pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pdmbukaan 

UUD 1945 yai'tu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional sebagai tersebut di atas 

diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu 

padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bchasil guna, berkedaulatan tinggi 

dan sadar tanggung jawab sebagai Aparat Negara dan juga Abdi Masyarakat1, kiranya 

perlu dibina sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja yang dibuktikan dengan 

nyata. 

Oleh karena itu untuk mencapai kesempmnaan Aparatur yang dicita-citakan itu 

pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau pegawai yang bermental tinggi 

dm:1 baik. Setiap rnanusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga 

mempunyai semangat dalam menunaikan tugasnya demi �ercapainya tujuan yang 

dikehendaki. 
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Sehubungan dengan itu, rnaka kepada setiap Pegawai Negeri perlu dilakukan 

pengawasan terhadap aktivitas dan perilakunya dalam rnelakukan penyelenggaraan 

tugas Pemerintahan clan Pembangunan secara berdaya guna ,dan berhasil guna. 

Pegawai Negeri merupakan unsur yang paling penting dalam suatu instansi 

Pemerintahan, karena pegawai inilah yang menggerakkan se\gala sumber daya yang 
I 

! 
ada di Pemerintahan serta yang akan mengendalikannya. Oleh karena itu Pemerintah 

I 
harus memberikan perhatian yang serius terhadap para pegawai sebagaimana dengan 

sumber daya lainnya. 

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang atasan tidak bekerja �1endirian, tetapi 

meminta bantuan orang lain L:ntuk menjal:l.nkannya. Dengan demikian seorang atasan 

harus mampu mempengaruhi seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai apa yang 

diharapkan oleh Pemerintah. U ntuk itu atasan perlu mengadakan suatu sistem 

pengawasan kepada pegawai, sehingga mereka beke1ja sebaik mungkin dan dapat 

meningkatkan produktivitas ke1:ja mereka. 

Di satu sisi memasuki awal dekade tahun 2001 tanggal 7 Mei 2001 maka di 

Indonesia mulai diberlakukan secara efektif Undang-Undang No .. 22 tahun 1999 

tentang Otonomi Dacrnh sebagai suatu bahan dasar terselenggarcinya pelaksanaan 

otonomi di daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004. 

Kepentingan tentang pelaksanaan otonomi daerah tidak saja melingkupi 

kepentingan atas tata cara pengelolaan pemerintahan pada suatu dae1ah, tetapi juga 

hal yang penting lainnya adalah kebebasan daerah untuk berdiri sendiri atas 

kemampuan daerahnya masing-masing, dengan perimba 1gan pembagian pendapatan 
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